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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
 
 

 
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152; Telepon (0274) 373444; Faksimile (0274) 374496 

Pos-el diskominfo@jogjaprov.go.id; Laman diskominfo.jogjaprov.go.id 

Nomor SOP 153 TAHUN 2026 

Tanggal Pembuatan 21 Agustus 2026 

Tanggal Revisi 21 Agustus 2026 

Tanggal Efektif 21 Agustus 2026 

Disahkan Oleh 
 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, 
 

 
 

 
 

 

Nama SOP Monitoring Isu Publik 

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 704); 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8); 

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 79); 

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 

Nomor 4); 
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2024 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 66). 

1. Pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan 

terkait komunikasi dan informasi publik; 
2. Mengetahui penggunaan perangkat komputer; 

3. Mampu menggunakan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan Media 
Monitoring; 

4. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan dan referensi; 

5. Memahami metodologi analisis isu publik & pengukuran sentimen; 
6. Kemampuan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan rekomendasi 

data isu. 

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 

SOP Pelaksanaan Rapat atau Pertemuan Internal 

SOP Manajemen Krisis Komunikasi 

1. Komputer/Notebook 

2. Jaringan internet 
3. Software/Aplikasi Media Monitoring 

Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Apabila isu publik tidak dilakukan monitoring sesuai prosedur maka permasalahan yang 
bergejolak menjadi krisis komunikasi dan berakibat pada kinerja yang rendah. 

Disimpan sebagai dokumen pelaksanaan teknis kegiatan. 

 

Ditandatangani Secara Elektronik oleh: 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 

  

Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si. 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



 
 
 

- 2 

Tidak 

SOP : Monitoring Isu Publik 
 

NO URAIAN PROSEDUR 

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan 

Tim 

Monitoring 

Ketua Tim 

Monitoring/ 
Pranata 

Humas 

Kepala Bidang 

Informasi dan 
Komunikasi 

Publik 

Kepala Dinas Persyaratan/ 

Kelengkapan   

Waktu Output  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Mengumpulkan data percakapan, 

berita, dan opini publik dari media 
massa (cetak/elektronik), media 
online dan media sosial secara 

berkala. 
 

    Perangkat 

komputer, 
internet, software 
monitoring media 

60 Menit Data Isu Publik 

dan Tangkapan 
Layar Media 

Harian 

2.  Menganalisis topik hangat, dan 
mengukur sentimen publik (positif/ 
netral/ negatif), serta 

mengidentifikasi potensi krisis 
reputasi. 
 

 
 

   Data mentah isu, 
matriks analisis 
sentimen 

90 Menit Draft Laporan 
Analisis 
Sentimen dan 

Pemetaan Isu 

Analisis 
kualitatif dan 
kuantitatif 

3.  Mengevaluasi temuan isu dan 
menyusun Laporan Ringkas (Brief 

Note) 

 
 

   Draft laporan 
analisis, format 

brief note 

60 Menit Laporan 
Ringkas dan 

Rekomendasi 
Tindak Lanjut 

Prioritas isu 
krisis tinggi 

4.  Menyempurnakan rekomendasi 

penanganan krisis komunikasi dan 
menyampaikan laporan ringkas dan 

rekomendasi penanganan isu publik 
kepada Kepala Dinas  
 

    Laporan ringkas 

dan rekomendasi 

30 Menit Laporan 

Terkirim dan 
Lembar 

Disposisi 

Surat digital / 

koordinasi 
langsung 

5.  Pemeriksaan laporan, pemberian 
arahan, disposisi tindak lanjut krisis 
reputasi / kontra-narasi / koordinasi 

OPD terkait. 
 

    Laporan ringkas 
dan lembar 
disposisi 

45 Menit Arahan / 
Disposisi 
Tindak Lanjut 

Kepala Dinas 

Keputusan 
penanganan 
krisis 

6.  Pelaksanaan arahan (penyusunan 
rilis berita, konten, klarifikasi/kontra 
narasi, atau eskalasi ke rapat) serta 

pendokumentasian/arsip. 
 

    Arahan Kepala 
Dinas, bahan rilis 

120 Menit Dokumen 
Klarifikasi / 
Rilis Resmi, 

konten dan SOP 
Terarsip 

Koordinasi tim 
media / OPD 
DIY 

7.  Menyimpan/ mengarsip data 
informasi hasil monitoring isu publik 
 

    Arsip/laporan 10 menit Arsip informasi 
monitoring isu 
publik 

 

 
 
 

Ya 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
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Riwayat Perubahan SOP:  Monitoring Isu Publik 

No. Tanggal Perubahan Deskripsi Perubahan 

1 - - 

 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
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